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ABSTRACT

State valuers are one of the human resources in managing state assets. Their crucial role makes
increasing competency important. The study aims to evaluate and explore competency gaps
and seek solutions to enhance the competencies of junior state valuers. Data collection was
conducted using likert scale questionnaires for quantitative data. Gap and performance data
are compared and plotted in the IPA matrix. The findings reveal gaps in importance and
performance across all technical competencies, with property market analysis identified as the
top priority for improvement. This highlights the necessity of property market analysis as a
separate training module. The results of this research can be utilized to identify training needs
for junior state valuers.

Keywords: State Valuer, Gap Analysis, Techinal Competency.

ABSTRAK

Penilai Pemerintah merupakan salah satu sumber daya manusia dalam pengelolaan kekayaan
negara. Perannya yang krusial menjadikan peningkatan kompetensi menjadi penting.
Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi kesenjangan kompetensi dan mencari solusi untuk
meningkatkan kompetensi PFPP Ahli Pertama. Pengumpulan data dilakukan dengan
penyebaran kuesioner dengan skala likert untuk mendapatkan data kuantitatif. Data
kesenjangan dan kinerja dibandingkan dan di-plot dalam matriks IPA. Hasil analisis
menunjukkan terdapat gap kepentingan dan kinerja pada seluruh kompetensi teknis, dengan
analisis pasar properti menjadi kompetensi paling prioritas untuk ditingkatkan. Hal ini
menekankan perlunya analisis pasar properti sebagai diklat terpisah. Hasil dari penelitian ini
dapat digunakan sebagai pertimbangan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi PFPP Ahli
Pertama.

Kata Kunci: Penilai Pemerintah, Analisis Kesenjangan, Kompetensi Teknis.
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PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) merupakan unit eselon
satu di lingkungan Kementerian Keuangan
yang memiliki tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kekayaan negara, penilaian, dan
lelang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, 2023). Salah satu
sumber daya manusia yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut
adalah  pejabat  fungsional  penilai
pemerintah (PFPP). Kekinian, terdapat 300
orang PFPP yang tersebar di seluruh
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL), kantor wilayah DJKN,
dan kantor pusat DJKN yang didominasi

oleh 71% PFPP Ahli Pertama dengan
perincian 213 orang PFPP Ahli Pertama,
74 orang PFPP Ahli Muda, dan 13 orang
PFPP Ahli Madya sebagaimana disajikan
pada Tabel 1. Dengan jumlah yang

mendominasi, PFPP  Ahli  Pertama
memegang peranan penting dalam
pelaksanaan penilaian. Sementara itu,

berdasarkan jumlah laporan penilaian yang
terbit pada tahun 2023 sebagaimana
dirangkum pada Tabel 2, terlihat sebagian

besar (95,401%) laporan penilaian
diterbitkan oleh  KPKNL, yang
menandakan tingginya frekuensi

permohonan penilaian pada lingkup PFPP
Ahli Pertama.

Tabel 1. Jumlah PFPP Sesuai Jenjangnya

Jenjang Jumlah Persentase
Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama 213 71,000%
Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda 74 24,667%
Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya 13 4,333%
Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Utama 0 0,000%
Total 300 100,000%

Sumber: Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2023)

Tabel 2. Jumlah Laporan Penilaian Tahun 2023

Kantor Jumlah Persentase
Permohonan
Kantor Pusat DJKN 243 1,227%
Kantor Wilayah DJKN 668 3,372%
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 18.898 95,401%
Lelang
Total 19.809 100,000%

Sumber: Sistem Informasi Penilaian (2023)

Mengingat krusialnya peran PFPP
Ahli Pertama, muncul kebutuhan untuk
terus menjaga dan  meningkatkan
kompetensi PFPP Ahli Pertama dengan
diadakannya pelatihan secara
berkelanjutan. Permasalahan peningkatan
pengetahuan dan kompetensi penilai
pemerintah menjadi salah satu prioritas
yang memang perlu segera diatasi
(Widiantoro et al., 2022). Peningkatan
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kompetensi dilakukan agar pelaksanaan
penilaian sesuai dengan standar dan
ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan
pengelolaan aset negara yang optimal. Hal
ini selaras dengan pendapat Nurbiyanto
(2022) bahwa pelaksanaan penilaian akan
selalu  diperlukan  untuk  menjaga
pengelolaan aset negara, termasuk barang
milik negara (BMN), agar tetap kredibel
dan akuntabel. Lebih lanjut, Parasuraman
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et al. (1985) berpendapat bahwa salah satu
dimensi  kualitas pelayanan adalah
kompetensi (competence) dari sumber
daya manusia, sehingga peningkatan
kompetensi PFPP Ahli Pertama juga
diperlukan untuk memberikan kualitas
pelayanan penilaian yang prima kepada
stakeholder. Dengan demikian, diperlukan
sebuah  kajian  untuk  mengetahui
kebutuhan pengembangan pengetahuan
dan kompetensi PFPP Ahli Pertama.

Untuk menjawab permasalahan
tersebut, penulis menggunakan analisis
kesenjangan  (gap  analysis)  dan
importance-performance analysis (IPA).
Analisis kesenjangan merupakan salah
satu metode yang digunakan untuk
mengevaluasi kesenjangan atau perbedaan
antara kompetensi yang ditampilkan dan
yang dibutuhkan (Oke et al., 2019).
Analisis kesenjangan juga digunakan
untuk mengidentifikasi tindakan yang
perlu diambil agar dapat berubah dari
situasi saat ini menuju situasi yang
diharapkan (Purnomo & Hapsari, 2019).
Menurut Kim & Ji (2018) dan Panwar et al.
(2014), analisis  kesenjangan  dapat
diterapkan di berbagai bidang, seperti
kesenjangan produk, kesenjangan kinerja,
kesenjangan  pemasaran, dan lain
sebagainya. Sementara itu, importance-
performance analysis (IPA) merupakan
alat  evaluasi untuk  menganalisis
kesenjangan antara kepentingan dan
kinerja (Martilla & James, 1977). Evaluasi
IPA digunakan untuk menentukan prioritas
atribut yang perlu diperbaiki dan
memberikan panduan untuk strategi
perbaikannya (Sevenpri, 2014). Dua alat
analisis ini dapat dipadupadankan, seperti
pada penelitian Garousi et al. (2020),
Sancoko et al. (2018), dan Sevenpri (2014)
yang mengevaluasi kesenjangan
kompetensi karyawan dan para lulusan
sarjana serta Rochaeni (2019) dan Sukardi
(2023) yang mengidentifikasi kebutuhan
peningkatan kompetensi karyawan dari
kesenjangan kompetensinya.
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Penelitian-penelitian yang
dipaparkan sebelumnya menggunakan
analisis kesenjangan dan IPA sebagai
instrumen  untuk  mengukur  dan
mengevaluasi adanya kesenjangan antara
kepentingan dan kondisi aktual serta
identifikasi kompetensi yang prioritas
perlu ditingkatkan. Penulis memandang

bahwa alat analisis tersebut dapat
diterapkan ke dalam konteks evaluasi
kesenjangan kompetensi PFPP  Ahli

Pertama sebagaimana telah ditetapkan oleh
DJKN selaku pembina profesi PFPP. Agar
lebih komprehensif, peneliti juga mencoba
mengelaborasi dan menawarkan solusi
untuk memperkecil kesenjangan tersebut
serta mengidentifikasi pelatihan yang
dibutuhkan.

Hingga saat ini, belum terdapat
penelitian yang mengevaluasi dan
menjelaskan  fenomena  kesenjangan
kompetensi pada PFPP Ahli Pertama di
lingkungan DJKN, sehingga penelitian ini
mencoba memberikan pandangan baru
pada pengembangan kompetensi PFPP
Ahli Pertama. Selain itu, penelitian ini juga
menawarkan  kebaruan empiris  dan
eksplorasi  aspek-aspek  kesenjangan
kompetensi dari PFPP Ahli Pertama yang
sebelumnya belum pernah diteliti. Hasil
analisis diharapkan membuka pandangan
baru terhadap permasalahan tersebut dan
memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kompetensi PFPP Ahli
Pertama.

Penelitian ini mengadopsi
paradigma positivistik yang tidak hanya
berada pada disiplin analitis, melainkan
juga pada aliran sintesis yang bertujuan
untuk menghubungan fenomena-fenomena
sosial yang terjadi sehingga
memungkinkan peneliti menggali makna
dalam konteks kesenjangan kompetensi
(Irwan, 2018). Tujuan utama penelitian ini
adalah  untuk  mengevaluasi  dan
mengeksplorasi kesenjangan kompetensi
dan mencari solusi untuk meningkatkan
kompetensi PFPP Ahli Pertama. Hasil dari
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penelitian ini dapat dijadikan alternatif
solusi untuk meningkatkan kompetensi
PFPP Ahli Pertama sehingga dapat
membantu pengambil kebijakan dalam
peningkatan kompetensi yang lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Kaganova dan McKellar (2006)
menjelaskan bahwa manajemen aset
merupakan suatu proses berkaitan dengan
pengambilan keputusan dan pelaksanaan
berkaitan dengan akuisisi, penggunaan,
dan  penghapusan  real  properti.
Manajemen aset melibatkan serangkaian
kegiatan  yang  dilakukan  secara
berkelanjutan ~ untuk  meningkatkan
keandalan, keamanan, ketersediaan, dan
umur aset. Salah satu lingkup manajemen
aset adalah manajemen aset publik.
Menurut Aria (2014), lingkup manajemen
aset publik antara lain: (1) inventarisasi
aset, (2) penilaian aset, (3) optimalisasi
aset, (4) pengembangan sistem informasi
manajemen, dan (5) pengawasan dan
pengendalian, termasuk pengembangan
SDM. Salah satu pihak yang berperan
dalam pelaksanaan manajemen aset publik
ini adalah penilai. Di Indonesia sendiri,
peran tersebut dilakukan oleh pejabat
fungsional penilai pemerintah sebagai
penilai internal pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah, PFPP
merupakan pegawai negeri sipil (PNS)
yang diberi tugas, tanggung jawab, dan
wewenang secara  penuh untuk
melaksanakan kegiatan di bidang penilaian.
Jabatan fungsional ini termasuk dalam
rumpun  asisten  profesional  yang
berhubungan dengan keuangan dan
penjualan  dan  merupakan  jabatan
fungsional dengan kategori keahlian.
Menurut  Nurbiyanto  (2022), untuk
mengatasi informasi asimetris pasar,
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penilai pemerintah memiliki peran untuk
memberikan nilai wajar yang digunakan
sebagai acuan oleh pemerintah dan pihak
lain dalam pengelolaan aset negara. Penilai
pemerintah juga berperan sebagai pemberi
informasi nilai kepada pemerintah sebagai
acuan dalam pengelolaan aset ke depannya.
Kompetensi, menurut McClelland
(1973), didefinisikan sebagai karakteristik
yang mendasar yang dimiliki seseorang
yang berpengaruh langsung terhadap, atau
dapat  memprediksikan =~ kemampuan
seseorang  tersebut. Mulanya, kata
‘kompetensi’ berkaitan erat dengan kinerja
efektif dan tugas-tugas yang spesifik untuk
organisasi. Namun saat ini, dalam
pendidikan, pelatihan vokasional, dan
bimbingan karier, istilah kompetensi
mengindikasikan  setiap  karakteristik
pribadi yang umumnya dapat digunakan di
tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-
hari, tanpa memandang sifat pekerjaan.

Dalam suatu organisasi,
kompetensi umumnya telah
distandardisasi dalam bentuk standar

kompetensi yang harus dimiliki seseorang
pada posisi tertentu. International Labour
Organization (ILO) (2015) mendefinisikan
standar kompetensi sebagai kumpulan
tolok ukur yang menentukan keterampilan,
pengetahuan, dan atribut yang diperlukan
oleh seseorang untuk menjalankan peran
pekerjaannya. Standar kompetensi yang
tersusun menjadi acuan dalam
pengembangan program
pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi
dan pengembangan sertifikasi kompetensi
kerja, bahkan dapat menjadi rujukan dalam
pengembangan SDM (Achmadi, 2020).
Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah (JFPP) sebagai suatu jabatan
fungsional dalam lingkup aparatur sipil
negara (ASN) pada DJKN juga memiliki
standar kompetensi yang disebut standar
kompetensi jabatan fungsional (SKJF)
sesuai dengan jenjang jabatannya. Standar
kompetensi penilai pemerintah berisi
deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan
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perilaku yang diperlukan seorang penilai
pemerintah dalam melaksanakan tugas
JFPP. Dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 195/PMK.06/2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penilai Pemerintah, JFPP memiliki SKJF
yang terdiri atas kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi
sosial kultural.

Kompetensi teknis secara umum
terdapat dalam  Peraturan = Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur  Sipil Negara. Peraturan ini
mengatur indikator dan indikator perilaku
pada tiap nama kompetensi dalam kamus
kompetensi manajerial dan sosial kultural,
kecuali  kompetensi  teknis  yang
disesuaikan pada kebutuhan tiap-tiap
jabatan. Kompetensi teknis JFPP tertuang
dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 178/ KMK.01/2021 tentang Kamus
Kompetensi Teknis Urusan Keuangan
Negara. Terdapat 2 kompetensi teknis
utama yang diharapkan dimiliki oleh PFPP
sebagai jabatan fungsional, yaitu analisis
terpisah di  bidang penilaian (kode
kompetensi KEU.KN.3) dan pelaksanaan
penilaian (kode kompetensi KEU.KN.24).
Selanjutnya, kompetensi teknis PFPP Ahli
Pertama dijabarkan lebih lanjut dalam
butir-butir ~ kegiatan dan  klasifikasi
kategori objek penilaian dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
195/PMK.06/2021.

Untuk menambah keahlian dan
kemampuan SDM, pelatihan dalam sebuah
organisasi sangat penting (Suryani et al.,
2023). Andayani dan Hirawati (2021)
menjelaskan bahwa pelatihan adalah
proses pendidikan agar para karyawan
memperoleh keterampilan, pengetahuan,
pengalaman, dan sikap yang diperlukan
oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar
mereka dapat melaksanakan tugas dengan
efektif dan mencapai tujuan organisasi.
Pelatihan dan pengembangan SDM perlu
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ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang
jelas, karena pelatihan tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kinerja karyawan dan
sekaligus untuk kepentingan organisasi
secara keseluruhan (Suryani et al., 2023).
Untuk memberikan rekomendasi
pelatihan yang tepat, Darmawan et al.
(2021) menjelaskan bahwa perlu dilakukan
evaluasi kesenjangan kompetensi agar
lembaga  atau  perusahaan  dapat
mengetahui kekurangan kinerja pegawai
dan hal apa yang dibutuhkan oleh pegawai
untuk meningkatkan kinerjanya tersebut.
Identifikasi tersebut sejalan dengan
pendapat dan hasil penelitian Wahyuni et
al. (2020) bahwa analisis kesenjangan
merupakan kegiatan krusial dalam analisis
kebutuhan pelatihan. Setelah kesenjangan
kompetensi  diperoleh, matriks IPA
digunakan untuk memetakan kesenjangan
kompetensi mana yang perlu segera
ditingkatkan.  Singkatnya, hasil dari
analisis kesenjangan digunakan untuk
mengetahui apakah terdapat kesenjangan
antara standar kompetensi dan [PA
digunakan untuk menentukan prioritas
kompetensi yang perlu ditingkatkan.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dengan paradigma positivistik. Menurut
Azwar (2018), pendekatan kuantitatif
adalah  metode yang menekankan
analisisnya pada data-data kuantitatif
(angka) yang dikumpulkan melalui
prosedur pengukuran dan diolah dengan
metode analisis statistika. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk mengukur
variabel penelitian secara objektif dan
menghasilkan data yang dapat diverifikasi.
Sementara itu, paradigma positivistik
berarti memandang bahwa realitas
independen proses penelitian dapat diukur
secara objektif dengan metode ilmiah
(Radianto, 2023). Oleh karena itu, dalam
penelitian ini, pendekatan kuantitatif dan
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paradigma positivistik digunakan
bersama-sama untuk memastikan bahwa
data yang dikumpulkan dan dianalisis
dapat memberikan pemahaman yang
objektif dan akurat mengenai fenomena
yang sedang diteliti

Penelitian dilakukan di instansi
DJKN dengan objek penelitian adalah
PFPP Ahli Pertama. Pada penelitian ini
digunakan sumber data primer yang
didapatkan dari kuesioner responden.
Penentuan responden dilakukan dengan
acak  (random  sampling). Menurut
Sugiyono (2012), random sampling
merupakan teknik pengambilan sampel
yang digunakan untuk memilih anggota
sampel dari populasi secara acak dan
sederhana, sehingga setiap individu dalam
populasi memiliki peluang yang setara
untuk dipilih sebagai sampel. Adapun
besaran sampel minimum selanjutnya
ditentukan menggunakan rumus Slovin
agar sampling data dapat dilakukan secara
terukur dan andal (Utami et al., 2020),
dengan rumus (1) berikut.

=—— (1)

T 1+N(d)?
Notasi n merupakan jumlah
minimum responden, N merupakan ukuran
populasi, dan d merupakan tingkat

kesalahan yang ditetapkan sebesar 0,05.
Sesuai data yang didapatkan dari DJKN,
jumlah PFPP Ahli Pertama per Desember
2023 adalah 213 orang. Jika dihitung
menggunakan persamaan (1), didapatkan
jumlah minimum sampel 139 orang. Akan
tetapi, agar seluruh kantor wilayah
terwakili, peneliti menetapkan jumlah
minimum sampel tiap kantor wilayah yang
didapatkan dari proporsi jumlah PFPP Ahli
Pertama tiap kantor wilayah, sehingga
didapatkan jumlah minimum responden
148 orang.

Data kompetensi teknis yang
digunakan pada jenjang JFPP Ahli
Pertama bersumber dari Keputusan
Menteri  Keuangan ~ Nomor 178/
KMK.01/2021 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021.
Dalam penelitian ini, 2 (dua) kompetensi
teknis utama diidentifikasi dan kemudian
dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan
klasifikasi objek penilaian. Langkah ini
penting untuk mendapatkan pemahaman
yang lebih mendalam tentang kemampuan
teknis yang diperlukan dalam penilaian
berbagai jenis objek. Daftar kompetensi
teknis PFPP Ahli Pertama disajikan dalam
Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Kompetensi Teknis PFPP Ahli Pertama

No Deskripsi Kompetensi Kode
1 Mampu mengumpulkan data dan informasi di bidang penilaian Pnll
2 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti tanah Pnl2
3 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti bangunan gedung Pnl3
4 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti bangunan khusus (jalan, Pald

jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan)
5 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti peralatan dan mesin Pnl5
6 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti bongkaran Pnl6
7  Mampu melakukan analisis dan penilaian properti aset tetap lainnya (bahan
. Pnl7
perpusatakan, barang bercorak kesenian, hewan/tanaman)
8  Mampu melakukan analisis dan penilaian sewa properti tanah/bangunan Pnl8
(ATM, ruko, ruang kantor)
9 Mgmpu melakukan analisis dan penilaian properti limbah padat dan limbah Pnl9
cair
10  Mampu melakukan analisis dan penilaian properti lainnya (material persedian Pall0

KKKS)
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11  Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis terpisah di bidang

o Pnll

penilaian
12 Mampu melakukan analisis pasar properti Pnll12
13 Mampu melakukan analisis tren nilai tanah Pnl13
14 Mampu melakukan analisis zona nilai tanah (ZNT) Pnl14
15 Mampu melaksanakan kendali mutu di bidang penilaian Pnl15
16 Mampu melakukan penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan

Pnl16
(DKPB)
Sumber: diolah Penulis (2023)

Data yang dikumpulkan dari mempertimbangkan nilai kepentingan,
kuesioner ~ berupa  data  persepsi nilai kinerja, dan nilai kesesuaian
kepentingan dan data persepsi kinerja dari sebagaimana diformulasikan pada
PFPP Ahli Pertama. Pengukuran besaran persamaan (2), (3), dan (4).
kepentingan dan kinerja menggunakan NKi =
skala ordinal likert. Sugiyono (2012) (K1x1)+(K2x2) +(K3x3)+(K4x4) +(K5X5) )
membagi skala likert dalam lima kategori: _ (P1><1)+(P2R><2)+(P3><3)+(P4><4)+(P5><5)
sangat setuju (SS) sampai dengan sangat NPi = R
tidak setuju (STS). Adapun skor yang 3)
diberikan adalah 5 (lima) untuk SS hingga TKi = NPt (4)

NKi

1 (satu) untuk STS. Data kepentingan
diurutkan dari sangat penting ke sangat
tidak penting, sedangkan data kinerja
diurutkan dari sangat mampu hingga
sangat tidak mampu.

Kuesioner dan  data  hasil
pengumpulan dilakukan uji validitas dan
uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan
untuk  memastikan bawa  kuesionar
memiliki fungsi ukur yang tepat. uji
validitas yang digunakan adalah teknik
Corrected Item Total Correlation. Jika
didapatkan r hitung = r tabel, alat tersebut
valid (Utami et al., 2020). Uji reliabilitas
dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan
dengan teknik Cronbach Alpha. Dengan
teknik ini, nilai dari jawaban yang
dihasilkan terdiri dari rentangan nilai
dengan koefisien alpha (o) harus lebih
besar dari 0.7 (Utami et al., 2020).

Setelah dilakukan uji instrumen,
data diolah dan dianalisis dengan analisis
gap dan IPA. Oke et al. (2019)
mengemukakan bahwa analisis
kesenjangan merupakan metode untuk
mengevaluasi kesenjangan atau perbedaan
antara kompetensi yang ditampilkan dan
yang dibutuhkan. Analisis kesenjangan
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Nilai kepentingan (NKi) dan Nilai
kinerja (NPi) dihitung berdasarkan skala
likert responden. Kesenjangan (gap)
dihitung dengan mengurangkan NKi dan
NPi. Jika gap negatif maka responden
memiliki kesenjangan antara kepentingan
kompetensi dan kinerja kompetensi.
Sebaliknya, apabila gap bernilai 0 atau
positif, maka kompetensi responden telah
sesuai dengan kepentingan dan kinerjanya.
Tingkat  kesesuaian  (7Ki)  adalah
perbandingan antara NPi dan NKi, yang
digunakan untuk menentukan skala
prioritas (Rahayu et al., 2022). Apabila
nilai 7Ki sama dengan atau di atas 100%,
dapat dikatakan bahwa kompetensi teknis
tersebut telah sesuai antara kepentingan
dan kinerjanya. Sebaliknya, apabila nilai
TKi kurang dari 100%, kompetensi teknis
belum sesuai.

Importance-Performance Analysis
(IPA) adalah suatu teknik mengelompokan
atribut-atribut ke dalam kuadran-kuadran
yang berbeda sesuai dengan karakteristik
tertentu. Dari data yang telah diolah pada
analisis gap kemudian di-plot ke dalam
kuadran IPA. Gambar 1 menunjukkan
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kuadran IPA yang dibagi ke dalam kuadran
I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV.

Average
or median
1
High i
]
Quadrant [ i Quadrant I
concentrate here: ! keep up the good
@ ]
e high importance- | work:
& low satisfaction i high importance-
:c; I high satisfaction
_E' I _E ____________________ _ Average
2 i or median
= 1
% Quadrant I i Quadrant [V
£ low priority: I possible overkill:
< low importance- | low importance-
low satisfaction i high satisfaction
Low] i

Low

High

Attribute performance (satisfaction)

Gambar 1. Kuadran Importance-Performance Analysis (IPA)
Sumber: Marcau, Flavius (2019)

Kuadran 1 (Concentrate Here)

menggambarkan ~ bahwa  responden
menganggap atribut tersebut penting,
tetapi responden tidak menunjukkan

kompetensi yang cukup untuk atribut-
atribut ini. Kuadran I merupakan fokus
organisasi untuk meningkatkan
kompetensi responden. Kuadran II (Keep
Up The Good Work) menjelaskan bahwa
atribut dianggap penting oleh responden,
sementara responden sudah menunjukkan
kompetensi yang baik untuk atribut ini.
Oleh karena itu, kompetensi pada kuadran
II seharusnya dipertahankan. Kuadran III
(Low Priority) dalam model IPA
menggambarkan kompetensi yang
dianggap tidak penting oleh responden dan
responden menunjukkan kompetensi yang
kurang. Oleh karena itu, organisasi
memberikan prioritas rendah untuk
kompetensi-kompetensi ini. Kuadran IV
(Possible  Overkill)  menggambarkan
kompetensi  yang memiliki  tingkat
kepentingan rendah, tetapi responden
menunjukkan kompetensi yang baik. Oleh
karena itu, area ini disebut sebagai area
yang berlebihan.

Setelah proses pengolahan dan

analisis data  dilakukan, termasuk
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penentuan urutan prioritas peningkatan
kompetensi,  dilakukan  pendalaman
perencanaan pelatihan setiap kompetensi
yang teridentifikasi. Tahap ini melibatkan
evaluasi kebutuhan spesifik pelatihan yang
disesuaikan dengan prioritas kompetensi
yang telah ditetapkan, memastikan bahwa
program pelatihan yang dirancang dapat
secara  efektif = menargetkan  area
kompetensi yang memerlukan peningkatan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk mengembangkan strategi pelatihan
yang lebih terfokus dan bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi secara
menyeluruh dan efisien
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data  yang  diperoleh  dari

pengumpulan kuesioner adalah sebanyak
183 responden. Jumlah responden tersebut
telah melebihi jumlah minimal responden
yang dipersyaratkan ~ pada  hasil
perhitungan rumus Slovin, yaitu sebanyak
139 orang, dan jumlah minimum tiap
kantor wilayah menurut penyesuaian
penulis. Sebaran responden disajikan pada
Tabel 4 berikut.
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Tabel 4 Sebaran Resonden

Asal Kantor Kebutuhan Respondel.l '
Responden  yang Mengisi
Kantor Pusat DJKN 6 6
Kantor Wilayah DJKN Aceh 4 5
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara 8 11
Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan
: 11 13
Kepulauan Riau
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan
. 8 9
Bangka Belitung
Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu 6 10
Kantor Wilayah DJKN Banten 6 8
Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta 12 14
Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat 12 15
Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah
; 11 15
Istimewa Yogyakarta
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur 10 11
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat 4 5
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan 6 6
Tengah
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara 8 9
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara 10 13
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara,
10 14
dan Barat
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, 10 11
Gorontalo, dan Maluku Utara
Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan
6 8
Maluku
Jumlah Seluruhnya 148 183

Sumber: diolah Penulis (2023)

Sebelum data diolah, dilakukan uji
instrumen penelitian dengan uji validitas
dan uji reliabilitas pada kuesioner. Uji
validitas bertujuan untuk mengukur tingkat
keakuratan  sebuah instrumen atau
pertanyaan dalam kuesioner. Jika sebuah
item dalam kuesioner terbukti tidak valid,
ini menandakan bahwa item tersebut gagal

dalam mengukur variabel yang seharusnya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai
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seberapa konsisten sebuah alat ukur dalam
menghasilkan data yang sama jika
pengukuran dilakukan berulang kali. Jika
sebuah instrumen kuesioner terbukti tidak
reliabel, ini berarti bahwa alat tersebut
tidak mampu menghasilkan hasil yang
konsisten pada pengukuran yang berbeda
(Nurhidayati & Yuliantari, 2018).

Uji validitas dilakukan terhadap 16
butir pertanyaan pada bagian kepentingan
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dan kinerja pada kuesioner. Dengan teknik
Corrected Item Total Correlation, r hitung
akan dibandingkan dengan r tabel pada
tabel product moment. Perhitungan r tabel
dengan jumlah sampel 183 dan taraf
signifikansi 5% memiliki nilai r tabel
0,145. Pertanyaan dinyatakan valid apabila
r hitung lebih dari r tabel sebesar 0,145. Uji

dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel.
Dari hasil pengujian, keseluruhan 16 butir
pertanyaan pada bagian kepentingan dan
kinerja pada kuesioner dinyatakan valid
karena seluruh r hitung lebih besar
daripada r tabel. Hasil pengujian disajikan
pada Tabel 5.

validitas butir pertanyaan dilakukan
Tabel 5. Hasil Uji Validitas
Pertanyaan Kepentingan Kinerja
r hitung r tabel Keterangan r hitung r tabel Keterangan
Pnll 0,43018297 0,145 valid 0,731539375 0,145 valid
Pnl2 0,618197439 0,145 valid 0,797879433 0,145 valid
Pnl3 0,619093418 0,145 valid 0,786597351 0,145 valid
Pnl4 0,730010865 0,145 valid 0,760931359 0,145 valid
Pnl5 0,646050339 0,145 valid 0,781517276 0,145 valid
Pnl6 0,637190523 0,145 valid 0,803933524 0,145 valid
Pnl7 0,599447604 0,145 valid 0,706184206 0,145 valid
Pnlg 0,598008888 0,145 valid 0,76433102 0,145 valid
Pnl9 0,65103077 0,145 valid 0,730726543 0,145 valid
Pnl10 0,677919462 0,145 valid 0,789936234 0,145 valid
Pnll1 0,736280484 0,145 valid 0,797752184 0,145 valid
Pnl12 0,661588434 0,145 valid 0,784269471 0,145 valid
Pnl13 0,714788846 0,145 valid 0,799305175 0,145 valid
Pnl14 0,700504571 0,145 valid 0,74964862 0,145 valid
Pnll5 0,630137324 0,145 Valid 0,752698769 0,145 valid
Pnll6 0,57867383 0,145 Valid 0,73792641 0,145 valid

Sumber: diolah Penulis (2023)

Uji reliabilitas dilakukan terhadap
2 variabel, yaitu kepentingan dan kinerja
pada kuesioner. Keseluruhan 16 butir
pertanyaan pada bagian kepentingan dan
bagian kinerja masing-masing digunakan

sebagai basis uji  variabel. Dalam
menentukan tingkat reliabilitas, Sugiyono
(2012) membagi  kategori  tingkat

reliabilitas ke dalam 5 (lima) interval nilai,
yaitu sangat reliabel (a>0,8), reliabel
(0,8>a>0,6), cukup reliabel (0,6>a>0,4),

kurang reliabel (0,4>0>0,2), dan tidak
reliabel (0,2>a). Dengan menggunakan
nilai Cronbach’s Alpha, diketahui nilai
alpha (a) variabel kepentingan dan kinerja
memiliki nilai masing-masing 0,91925 dan
0,9192 sebagaimana disajikan pada Tabel
6. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
seluruh variabel pada kuesioner telah
konsisten dan andal untuk digunakan.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Intrumen Reliability Statistics  Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan
Kepentingan 0,91925 Sangat reliabel
Kinerja 0,95765 Sangat reliabel
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Sumber: diolah Penulis (2023)

Setelah  lolos uji  instrumen,
selanjutnya dilakukan pengolahan dan
analisis data. Untuk mengetahui adanya
kesenjangan antara kepentingan dan
kinerja pada tiap kompetensi teknis,
dilakukan analisis kesenjangan. Nki dan
Npi ditentukan dengan merata-rata seluruh
jawaban responden pada masing-masing

kompetensi teknis. TKi diperoleh setelah
membandingkan NPi dan NKi. Dari hasil
perhitungan, diketahui terdapat
gap/kesenjangan pada semua kompetensi
teknis, yang ditunjukkan dengan nilai gap
negatif atau kesesuaian (TKi) kurang dari
100%.

Tabel 7. Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi Teknis

Kode Kompetensi Teknis Nki Npi Gap Tki
Pnll  Mampu mengumpulkan data dan informasi di -

bidang penilaian 493 4,60 0,33 93,245%
Pnl2  Mampu melakukan analisis dan penilaian -

properti tanah 491 4,51 040 91,871%
Pnl3  Mampu melakukan analisis dan penilaian -

properti bangunan gedung 490 4,51 039 91,973%
Pnl4  Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti bangunan khusus (jalan, jembatan, -

bangunan air, instalasi, jaringan) 453 397 0,56 87,696%
Pnl5 Mampu melakukan analisis dan penilaian -

properti peralatan dan mesin 483 4,41 042 91,393%
Pnl6 Mampu melakukan analisis dan penilaian -

properti bongkaran 480 4,45 0,34 92,825%
Pnl7  Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti aset tetap lainnya (bahan perpusatakan, -

barang bercorak kesenian, hewan/tanaman) 426 3,56 0,70 83,569%
Pnl8  Mampu melakukan analisis dan penilaian sewa

properti tanah/bangunan (ATM, ruko, ruang -

kantor) 4,88 4,57 0,31 93,617%
Pnl9  Mampu melakukan analisis dan penilaian -

properti limbah padat dan limbah cair 4,73 4,38 0,34 92,717%
Pnl10 Mampu melakukan analisis dan penilaian -

properti lainnya (material persedian KKKS) 4,47 393 0,54 87,897%
Pnlll Mampu mengumpulkan data dan informasi -

terkait analisis terpisah di bidang penilaian 442 3,90 0,52 88,243%
Pnl12 Mampu melakukan analisis pasar properti -

4,71 4,22 0,49 89,559%
Pnl13 Mampu melakukan analisis tren nilai tanah -
4,57 3,92 0,66 85,663%

Pnl14 Mampu melakukan analisis zona nilai tanah -

(ZNT) 4,33 3,64 0,69 83,985%
Pnl15 Mampu melaksanakan kendali mutu di bidang -

penilaian 4,61 429 0,32 93,009%
Pnl16 Mampu melakukan penyusunan Daftar -

Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) 460 4,44 0,15 96,671%
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Rata-Rata

90,246%

Sumber: diolah Penulis (2023)

Tabel 7 menggambarkan hasil
analisis kesenjangan antara kepentingan
dan kinerja kompetensi teknis PFPP Ahli
Pertama. Kompetensi dengan  gap
kepentingan dan kinerja paling tinggi
secara berturut-turut adalah (1) analisis
dan penilaian properti aset tetap lainnya
(bahan perpustakan, barang bercorak
kesenian, hewan/tanaman) dengan gap -
0,70 dan TKi 83,569%, (2) analisis zona
nilai tanah (ZNT) dengan gap -0,69 dan
TKi 83,985%, dan (3) analisis tren nilai
tanah dengan gap -0,66 dan TKi 85,663%.
Adapun  kompetensi  dengan  gap
kepentingan dan kinerja paling rendah
secara  berturut-turut  adalah (1)
penyusunan Daftar Komponen Penilaian
Bangunan (DKPB) dengan gap -0,15 dan
96,671%, (2) analisis dan penilaian sewa
properti tanah/bangunan (ATM, ruko,
ruang kantor) dengan gap -0,31 dan TKi
93,617%, dan (3) kendali mutu di bidang
penilaian dengan gap -0,32 dan TKi
93,009%.

Dari hasil analisis kesenjangan,
dapat  disimpulkan bahwa  seluruh
kompetensi teknis PFPP Ahli Pertama
masih belum sesuai antara kepentingan
dan kinerja. Dengan kata lain, persepsi

kepentingannya. Hal ini ditandai dengan
seluruh nilai selisih NKi dan NP1 atau gap
pada tiap kompetensi teknis bernilai
negatif. Selain itu, seluruh kompetensi
teknis tidak ada yang memiliki nilai TKi
sama dengan atau lebih dari 100%. Dengan
temuan ini, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara selaku pembina PFPP perlu
mengantisipasi langkah-langkah perbaikan
dan peningkatan kompetensi untuk
memperkecil gap yang ada, yaitu dengan
menyediakan pelatihan yang dibutuhkan
dan menyasar kompetensi yang dipandang
belum sesuai dan masih perlu ditingkatkan.

Setelah didapatkan NKi, NPi, dan
TKi dari analisis kesenjangan, nilai
tersebut di-plot ke dalam diagram kartesius
dengan sumbu X adalah kinerja
(performance) dan sumbu Y adalah
kepentingan (importance), yang disebut
matriks [PA  (importance-performance
analysis).  Plotting  dilakukan untuk
mengetahui  kompetensi teknis yang
tergolong dalam kuardran I, kuadran II,
kuadran III, atau kuadran IV, sehingga
didapatkan gambaran utuh mengenai
kompetensi teknis yang perlu menjadi
perhatian segera untuk ditingkatkan. Hasil
plot NKi dan NPi dalam diagram kartesius

kinerja yang dinyatakan belum mencapai disajikan pada Gambar 2.
taraf yang sama dengan persepsi
Matriks IPA
5,00
Kuadran |
4,90 |zl | . Ppl'g,flg” ==
4,80 * e
g 4,70 e Pni12 © Pni9
c
g 450 * Pnl4
- * Pnl10
4,40 * Pni11
430 * Pnl14
* Pnl7

3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00
Performance
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Gambar 2. Hasil Plotting Kompetensi Teknis pada Matriks Importance-Performance

Analysis

Sumber: diolah Penulis (2023)

Dari hasil plotting, diketahui
terdapat 1 (satu) kompetensi yang masuk
dalam kuadran I (concentrate here), yaitu
kompetensi analisis pasar properti (kode:
Pnl12). Ini berarti bahwa kompetensi
analisis properti dipersepsikan memiliki
kepentingan yang tinggi di atas rata-rata,
namun kinerja menunjukkan masih di
bawah rata-rata. Oleh sebab itu,
kompetensi analisis pasar properti masuk
dalam kategori kompetensi teknis yang
perlu segera ditingkatkan dan menjadi
prioritas dalam perencanaan kebutuhan
pelatihan ke depannya.

Dalam kuadran II (keep up the
goodwork), terdapat 7 (tujuh) kompetensi

teknis yang ter-plot. Kompetensi teknis
yang masuk ke dalam kuadran II disajikan
pada Tabel 8. Seluruh kompetensi teknis
yang masuk dalam  kuadran II
dipersepsikan memiliki kepentingan yang
tinggi di atas rata-rata dan menunjukkan
kinerja yang di atas rata-rata pula. Hal ini
dapat diartikan bahwa secara umum
penguasaan kompetensi teknis ini sudah
baik, sehingga perlu dipertahankan. Oleh
sebab itu, perlu dirancang pelatihan yang
bersifat penyegaran agar kinerjanya tidak
turun.

Tabel 8. Kompetensi Teknis pada Kuadran I1

Kode Kompetensi Teknis
Pnll  Mampu mengumpulkan data dan informasi di bidang penilaian
Pnl2  Mampu melakukan analisis dan penilaian properti tanah
Pnl3  Mampu melakukan analisis dan penilaian properti bangunan gedung
Pnl5 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti peralatan dan mesin
Pnl6 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti bongkaran
Pnl8  Mampu melakukan analisis dan penilaian sewa properti tanah/bangunan
(ATM, ruko, ruang kantor)
Pnl9 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti limbah padat dan limbah
cair
Sumber: diolah Penulis (2023)
Selanjutnya, terdapat 7 (tujuh) tersebut masuk dalam prioritas rendah.

kompetensi teknis yang masuk dalam
kuadran IIl (low priority). Kompetensi
teknis yang masuk dalam kuadran III
dipersepsikan memiliki kepentingan yang
lebih rendah daripada rata-rata dan
menunjukkan tingkat kinerja yang di
bawah rata-rata pula. Hal ini berarti

Namun demikian, perlu diantisipasi
adanya kemungkinan peningkatan
kebutuhan ~ dan  kepentingan  dari

kompetensi-kompetensi ini di masa depan.
Kompetensi teknis yang masuk dalam
kuadran III dirangkum dalam Tabel 9.

peningkatan kompetensi-kompetensi
Tabel 9. Kompetensi Teknis pada Kuadran III
Kode Kompetensi Teknis

Pnl4 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti bangunan khusus (jalan,
jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan)
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Mampu melakukan analisis dan penilaian properti aset tetap lainnya (bahan

perpusatakan, barang bercorak kesenian, hewan/tanaman)

Pnl10 Mampu melakukan analisis dan penilaian properti lainnya (material persedian
KKKS)

Pnlll Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait analisis terpisah di bidang
penilaian

Pnl13 Mampu melakukan analisis tren nilai tanah

Pnl14 Mampu melakukan analisis zona nilai tanah (ZNT)

Pnll15 Mampu melaksanakan kendali mutu di bidang penilaian

Sumber: diolah Penulis (2023)

Dalam kuadran IV  (possibly

overkill), terdapat 1 (satu) kompetensi
yang ter-plot, yaitu kompetensi teknis
melakukan penyusunan Daftar Komponen

Penilaian Bangunan (DKPB)
Pnl16).

(kode:

Kompetensi teknis tersebut

dipersepsikan memiliki kepentingan yang
rendah di bawah rata-rata, namun kinerja
menunjukkan performa tinggi di atas rata-
rata. Hal ini berarti kompetensi teknis ini
dianggap berlebihan penguasaannya. Oleh
karena itu, peningkatan kompetensi ini

belum menjadi

prioritas  penyusunan

perencanaan pelatihan ke depan.

Dari temuan di atas, hasil dari
analisis gap dan analisis IPA dapat
digabungkan untuk mendapatkan
gambaran urutan prioritas pengembangan
kompetensi yang diperlukan. Pada Tabel
10 disajikan rangkuman urutan prioritas
pengembangan  kompetensi.  Urutan
prioritas terlebih dulu mempertimbangkan
letak kuadran hasil analisis IPA dan
dilanjutkan dengan urutan TKi hasil
analisis gap. Penentuan ini sesuai dengan
hasil penelitian (Rahayu et al., 2022)
dalam menentukan prioritas perbaikan
layanan.

Tabel 10. Prioritas Pengembangan Kompetensi Teknis

Kode Kompetensi Teknis Kuadran  TKi U.r“t.a“
Prioritas

Pnl12 Mampu melakukan analisis pasar properti 1 89,559% 1
Pnl7 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti aset tetap lainnya (bahan perpusatakan,

barang bercorak kesenian, hewan/tanaman) 111 83,569% 2
Pnl14 Mampu melakukan analisis zona nilai tanah

(ZNT) I 83,985% 3
Pnl13 Mampu melakukan analisis tren nilai tanah III 85,663%
Pnl4 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti bangunan khusus (jalan, jembatan,

bangunan air, instalasi, jaringan) 111 87,696% 5
Pnl10 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti lainnya (material persedian KKKS) 111 87,897% 6
Pnlll Mampu mengumpulkan data dan informasi

terkait analisis terpisah di bidang penilaian 111 88,243% 7
Pnl5 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti peralatan dan mesin II 91,393% 8
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Pnl2 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti tanah II 91,871% 9
Pnl3 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti bangunan gedung II 91,973% 10
Pnl9 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti limbah padat dan limbah cair II 92,717% 11
Pnl6 Mampu melakukan analisis dan penilaian

properti bongkaran II 92,825% 12
Pnl15 Mampu melaksanakan kendali mutu di bidang

penilaian II 93,009% 13
Pnll  Mampu mengumpulkan data dan informasi di

bidang penilaian II 93,245% 14
Pnl8 Mampu melakukan analisis dan penilaian sewa

properti tanah/bangunan (ATM, ruko, ruang

kantor) II 93,617% 15
Pnl16 Mampu melakukan penyusunan Daftar

Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) IV 96,671% 16

Sumber: diolah Penulis (2023)

Kompetensi teknis yang masuk berdampingan  dengan  pelaksanaan
pada kuadran I merupakan prioritas utama. penilaian properti. Proses analisis pasar
Penentuan priortas pada kuadran II dan properti ini melibatkan pemahaman

kuadran III tergantung dengan kebutuhan
organisasi. Jika organisasi menginginkan
peningkatan kompetensi, maka kuadran I1I
lebih  prioritas.  Sebaliknya, apabila
organisasi menginginkan keberlanjutan,
maka kuadran II lebih prioritas.
Mempertimbangkan bahwa kinerja pada
kompetensi yang masuk pada kuadran III
merupakan kinerja di bawah rata-rata yang
perlu diantisipasi keperluannya di masa
depan, maka kuadran IIl dalam hal ini
diprioritaskan dahulu sebelum kuadran II.
Kuadran IV menjadi prioritas terakhir.
Setelah mempertimbangkan posisi pada
kuadran, tiap kuadran diurutkan sesuai
dengan nilai TKi dengan nilai TKi yang
rendah mendapat prioritas yang lebih
tinggi.

Temuan pada penelitian ini
menunjukkan bahwa kompetensi analisis
pasar properti menjadi kompetensi teknis
prioritas pertama yang perlu segera
ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena
kinerja yang ditunjukkan masih jauh dari
kepentingannya (nilai TKi 89,559%).
Padahal, analisis pasar properti, selain
dilakukan secara terpisah, selalu dilakukan
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mendalam tentang dinamika pasar (supply-
demand), tren harga, serta faktor-faktor
yang mempengaruhi nilai properti. Selain
itu analisis pasar juga menjadi salah satu
faktor penentu pendekatan serta metode
penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa
analisis pasar properti menjadi kegiatan
krusial dalam pelaksanaan penilaian.

Lebih lanjut, temuan ini juga
menyoroti  perlunya pelatihan lebih
komprehensif bagi PFPP Ahli Pertama.
Program pelatihan yang terfokus pada
analisis  pasar  dapat  memberikan
pengetahuan yang menyeluruh yang
diperlukan untuk melakukan penilaian
properti dengan lebih akurat dan analisis
pasar terpisah yang lebih matang. Sampai
saat ini, analisis properti sering kali
menjadi salah satu mata diklat dalam
pelatihan tematik penilaian properti namun
bukan sebagai satu pelatihan tersendiri.
Padahal, pelatihan yang dirancang khusus
utuk analisis pasar properti dapat
membekali PFPP Ahli Pertama dengan alat
analisis yang lebih baik.

Pada prioritas selanjutnya, terdapat
kompetensi analisis dan penilaian properti
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aset tetap lainnya (bahan perpusatakan,
barang bercorak kesenian,
hewan/tanaman),  properti  bangunan
khusus (jalan, jembatan, bangunan air,
instalasi, jaringan), dan properti lainnya
(material persedian KKKS); analisis zona
nilai tanah (ZNT) dan tren nilai tanah; dan
pengumpulan data dan informasi terkait
analisis terpisah di bidang penilaian.
Kompetensi ini  memiliki  frekuensi
kegiatan yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan analisis atau objek
penilaian lainnya, karena permohonan
penilaian atas properti tersebut ataupun
analisisnya tergolong jarang. Oleh sebab
itu, persepsi kepentingannya rendah.
Kinerja yang lebih rendah dari rata-rata
kemungkinan terjadi karena frekuensi
kegiatannya rendah, sehingga jarang atau
bahkan tidak pernah dipraktikkan, yang
berakibat pada kurangnya pengalaman
dengan jenis penilaian dan analisis ini.

Sebagai langkah antisipasi dan
untuk meningkatkan kompetensi PFPP
Ahli Pertama minimal sesuai dengan taraf
kepentingannya, maka diperlukan
pelatihan untuk mengakomodasi keilmuan
penilaian dan analisis atas objek-objek
yang jarang dilakukan sekalipun. Pelatihan
ini menjadi penting tidak hanya untuk
meningkatkan kinerja, tetapi juga untuk
mempersiapkan para PFPP Ahli Pertama
dalam menghadapi permohonan penilaian
yang tidak biasa atau langka.

Pelatithan ini harus dirancang
dengan mempertimbangkan keunikan
setiap jenis properti. Misalnya, pelatihan
untuk penilaian properti yang terkait
dengan seni atau barang antik perlu
memasukkan aspek-aspek khusus seperti
mempertimbangkan dan menilai aspek
keaslian, sejarah, dan nilai estetika.
Demikian pula, penilaian bangunan khusus
seperti jembatan, jalan, atau bangunan air
memerlukan pemahaman tentang aspek
teknis atas objek tersebut. Selanjutnya,
sesekali  diperlukan pelatihan  yang
komprehensif untuk analisis terpisah yang
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jarang dilakukan, seperti analisis ZNT dan
tren nilai tanah, sebagai bekal analisis
tambahan PFPP Ahli Pertama dalam
melaksanakan penilaian properti.

Analisis penilaian properti
peralatan dan mesin, tanah, bangunan
gedung, limbah padat dan limbah -cair,
bongkaran, dan sewa properti; pelaksanaan
kendali mutu; dan pengumpulan data dan
informasi di bidang penilaian menjadi
prioritas  selanjutnya. Kompetensi ini
merupakan kegiatan yang frekuensi
pelaksanaannya relatif lebih tinggi
daripada kompetensi pada kuadran III.
Kondisi ini  mengakibatkan tingkat
kepentingan kompetensi ini dipersepsikan
lebih tinggi daripada rata-rata. Menariknya,
kinerja ~ yang  dipersepsikan  pada
kompetensi ini juga menunjukkan hasil
yang di atas rata-rata. Frekuensi yang
tinggi ini menyediakan peluang lebih
banyak bagi PFPP Ahli Pertama untuk
mempraktikkan ~ kompetensi  mereka,
sehingga berkontribusi pada kinerja yang
lebih baik.

Dalam konteks pelatihan,
diperlukan pendekatan yang berfokus pada
penyegaran dan pemeliharaan kinerja yang
sudah baik. Pelatihan tersebut bisa
berbentuk pelatihan penyegaran. Fokus
utama pelatihan ini bisa pada aspek praktis,
seperti cara mengatasi tantangan dan
permasalahan yang sering muncul di
lapangan. Hal ini memungkinkan PFPP
untuk  berbagi pengalaman dan
pengetahuan dalam konteks praktis. Selain
itu, pelatihan bisa mencakup diskusi kasus
dan permasalahan atau isu terkini, yang
membantu para peserta memahami
dinamika terbaru.

Pembaharuan mengenai peraturan
dan standar terkini juga merupakan
komponen penting dalam pelatihan ini. Hal
ini memastikan bahwa para PFPP tetap
terinformasi dan mengikuti perkembangan
terbaru pada kompetensi ini. Selain itu,
penerapan dan peningkatan efisiensi
dengan memanfaatkan teknologi informasi
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juga menjadi aspek penting yang perlu
diberikan perhatian. Dengan
mengintegrasikan teknologi informasi ke
dalam proses kerja, praktisi dapat bekerja
lebih efisien dan efektif.

Penyusunan =~ DKPB  menjadi
kompetensi teknis dengan urgensi atau
prioritas peningkatan terakhir. Hal ini
didasarkan  pada  persepsi  bahwa
kepentingan kompetensi ini relatif rendah,
meskipun kinerja ~ yang dicapai
menunjukkan hasil di atas rata-rata. Proses
penyusunan DKPB, yang dilakukan secara

tahunan, biasanya dimulai dari
pertengahan hingga akhir tahun. Dalam
proses ini, PFPP  Ahli  Pertama

bertanggung jawab untuk melakukan
survei, mengolah data hasil survei, dan
memperbarui data akhir hasil survei pasca-
sinkronisasi. Aktivitas ini memerlukan
ketelitian dan keakuratan yang tinggi.

Dari hasil analisis yang diperoleh,

peningkatan kompetensi dalam
penyusunan DKPB dapat dilakukan
melalui sosialisasi. Sosialisasi penting

untuk memastikan bahwa seluruh PFPP
Ahli Pertama yang memiliki tugas
menyusun DKPB memiliki pemahaman
yang mendalam dan seragam mengenai
proses dan standar yang berlaku. Selain itu,
fokus pelatihan dan pengembangan bisa
dialihkan ke area lain yang belum
sepenuhnya dikuasai atau masih memiliki
ruang untuk peningkatan agar sumber daya
pelatihan dialokasikan secara efektif,
dengan memprioritaskan area yang
memiliki kepentingan dan kebutuhan yang
lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan
penelitian Kurniati et al. (2023) yang
mengambil keputusan hold atau tunda
untuk peningkatan aspek-aspek yang
kepentingannya di bawah rata-rata.

SIMPULAN
Dalam penelitian ini, hasil dan
pembahasan menunjukkan adanya

kesenjangan kompetensi yang penting bagi
PFPP Ahli Pertama. Analisis gap dan
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importance-performance mengidentifikasi
kompetensi analisis pasar properti sebagai
kompetensi yang sangat memerlukan
peningkatan. Temuan ini menekankan
perlunya mengembangkan keterampilan
spesifik di bidang ini mengingat sangat
krusialnya kegiatan analisis pasar properti
pada penilaian properti. Hasil lainnya
mengungkapkan  adanya  kebutuhan
peningkatan kompetensi dalam kegiatan
yang kurang sering, seperti analisis dan
penilaian properti aset tetap yang jarang.
Meskipun jarang terjadi, kinerja yang
kurang dalam aspek ini dapat berdampak
pada kinerja organisasi ke depannya
apabila tidak segera ditingkatkan.
Implikasi  praktis dari  hasil
penelitian ini yaitu adanya kebutuhan
pelatihan yang disesuaikan  dengan
kebutuhan spesifik kompetensi teknis dan
antisipasi kebutuhan masa depan. DJKN
dapat menggunakan hasil ini sebagai acuan
dalam merencanakan dan melaksanakan
program pelatihan yang lebih terfokus dan

efektif bagi PFPP Ahli Pertama.
Mengetahui pioritas pada area atau
kompetensi  teknis yang  diperlukan

berdasarkan hasil analisis memastikan
bahwa PFPP Ahli Pertama memiliki
kompetensi yang relevan dan terkini.
Keterbatasan penelitian ini
termasuk tidak diuraiakannya secara
spesifik objek-objek yang digolongkan
dalam  satu  objek dalam PMK
195/PMK.06/2021,  misalnya  objek
peralatan dan mesin bisa mencakup
banyak jenis aset mulai dari mesin
sederhana hingga kompleks. Selain itu,
penelitian ini hanya mengevaluasi adanya
kesenjangan dan menentukan kebutuhan
pelatihan  berdasarkan  kesenjangan
tersebut tanpa melakukan training needs
analysis (TNA) yang menyeluruh. Saran
untuk penelitian masa depan termasuk
perlunya analisis yang lebih rinci pada
setiap kompetensi teknis dan pelaksanaan
training needs analysis yang lebih
komprehensif. Hal ini akan
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memungkinkan identifikasi kebutuhan
pelatihan yang lebih akurat dan mendalam,
serta pengembangan program pelatihan
yang lebih efektif dan relevan.
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